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OPINI - Ada ironi lama dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Indonesia
besar di peta, kaya sumber daya alam, luas lautnya, banyak penduduknya, dan
besar pasarnya. Singapura kecil, bahkan pernah disebut hanya seperti titik
merah kecil di tengah hamparan luas Indonesia. Tetapi dalam ekonomi kawasan,
yang kecil itu sering menjadi pusat. Yang besar justru kerap menjadi pinggiran.
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Inilah paradoks yang tidak nyaman: Indonesia punya dapur, tetapi pesta sering
berlangsung di meja orang lain.

Istilah Little Red Dot atau titik merah kecil memang pernah lahir sebagai sindiran.
Ia mengingatkan bahwa Singapura secara geografis sangat kecil dibandingkan
Indonesia. Namun sejarah memberi pelajaran menarik. Singapura tidak
tenggelam dalam rasa tersinggung. Ia mengambil sindiran itu, mengolahnya, lalu
menjadikannya identitas: kecil tetapi efisien, terbatas tetapi disiplin, miskin
sumber daya alam tetapi kaya institusi, jaringan, teknologi, logistik, dan
kepercayaan.

Di situlah pelajarannya. Masalah Indonesia bukan karena Singapura kecil tetapi
pintar. Masalah Indonesia adalah karena kita terlalu lama besar tetapi lengah.

Kabar bahwa sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di
Bursa Efek Singapura tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat
tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya
Indonesia atau DSI bukan sekadar berita pasar modal. Harga saham memang
bisa naik-turun setiap hari. Investor bisa panik, analis bisa salah baca, dan pasar
bisa bereaksi berlebihan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika perusahaan yang model
bisnisnya terkait dengan komoditas Indonesia mulai dihitung ulang risikonya, ada
pesan yang lebih besar dari sekadar grafik merah di layar bursa: struktur lama
sedang diganggu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia mulai ingin menata ulang
ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, sebagian pelaku
pasar di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, meski tidak enak didengar: karena terlalu lama nilai
tambah dari dapur Indonesia ikut menopang pesta di tempat lain.

Angka yang Membuat Paradoks Terlihat

Paradoks itu tidak hanya hidup dalam teori. Ia tampak dalam angka.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai sekitar US$33,7
miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Singapura sekitar US$12,2 miliar,
sementara impor Indonesia dari Singapura mencapai US$21,5 miliar. Dengan
kata lain, Indonesia mencatat defisit perdagangan bilateral sekitar US$9,3 miliar.

Angka ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, Singapura
bukan pemain kecil dalam arus dagang Indonesia. Kedua, hubungan itu tidak
berjalan dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. Dari total transaksi dagang
tersebut, ekspor Indonesia hanya sekitar 36 persen, sementara impor dari
Singapura sekitar 64 persen. Secara sederhana, setiap Indonesia menjual
barang senilai US$1 ke Singapura, Indonesia membeli kembali barang dari
Singapura sekitar US$1,76.

Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai statistik biasa. Tetapi dalam
kacamata rantai nilai, angka itu berbicara lebih keras. Indonesia mengirim bahan



bakar mineral, komoditas, produk pertanian, dan bahan industri. Dari Singapura,
Indonesia mengimpor produk kimia, mesin industri, elektronik, logam mulia, dan
berbagai barang bernilai tambah yang telah terhubung dengan sistem logistik,
pembiayaan, dan perdagangan global.

Masalahnya bukan sekadar defisit dagang. Defisit bisa terjadi karena banyak
alasan. Masalah yang lebih dalam adalah struktur hubungan ekonomi: siapa
yang menjual bahan, siapa yang mengolah nilai, siapa yang menguasai kontrak,
siapa yang memegang pembiayaan, siapa yang mengatur logistik, siapa yang
menyimpan devisa, dan siapa yang menikmati margin akhirnya.

Di sinilah angka perdagangan harus dibaca bersama data volume fisik ekspor-
impor. Dalam statistik, volume barang bisa dihitung sebagai berat bersih: ribu ton
barang yang bergerak melalui kapal, pelabuhan, tangki penyimpanan, kontainer,
pipa, dan gudang. Tetapi dalam ekonomi modern, tonase bukan penentu akhir
kemenangan. Satu juta ton barang mentah bisa kalah nilainya dari satu kontrak
teknologi. Jutaan ton energi bisa kalah posisi tawarnya dari satu sistem
pembiayaan. Berton-ton komoditas bisa hanya menjadi angka statistik jika harga,
kontrak, margin, dan devisanya dikendalikan dari luar.

Maka ketika kita bicara Singapura sebagai hub, kita tidak sedang bicara tentang
negara kecil yang kebetulan menjadi tetangga. Kita sedang bicara tentang simpul
ekonomi yang menghubungkan komoditas, uang, hukum, logistik, asuransi,
arbitrase, penyimpanan, dan pasar global.

Lebih jauh lagi, Singapura juga menjadi salah satu sumber investasi asing
terbesar bagi Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi Singapura ke Indonesia
dilaporkan mencapai sekitar US$17,4 miliar. Ini bukan angka kecil. Ia
menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pintu
modal, pintu korporasi, dan pintu struktur keuangan regional.

Sekali lagi, ini tidak otomatis buruk. Investasi tetap dibutuhkan. Perdagangan
tetap penting. Singapura tetap mitra strategis. Tetapi angka-angka itu harus
membuat Indonesia lebih sadar: hubungan ekonomi dengan Singapura bukan
sekadar hubungan jual-beli biasa. Ia adalah hubungan yang menyangkut kendali
atas nilai.

Bukan Soal Benci Singapura

Kritik ini tidak perlu dibaca sebagai sentimen anti-Singapura. Justru sebaliknya,
Singapura harus dibaca sebagai negara yang sangat cerdas memahami
keterbatasannya. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak
punya ladang sawit, tidak punya cadangan batu bara, dan tidak punya pasar
domestik sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem
hukum yang dipercaya, bank kuat, pusat arbitrase, asuransi, trader global, kilang,
pusat penyimpanan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Singapura tidak menang karena punya bahan mentah. Ia menang karena
menguasai simpul nilai.

Di ekonomi modern, pemenang tidak selalu pemilik bahan baku. Pemenang
adalah pihak yang menguasai pembiayaan, logistik, kontrak, data, standar harga,



penyimpanan, asuransi, pasar, dan jaringan pembeli. Indonesia punya gas, sawit,
batu bara, nikel, bauksit, tembaga, perikanan, panas bumi, dan pasar besar.
Tetapi selama bertahun-tahun, banyak dari kekayaan itu keluar sebagai bahan
mentah atau setengah mentah, lalu nilai tambahnya dipanen di tempat lain.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain
membangun industri. Kita punya sumber daya, tetapi pihak lain menguasai
kontrak, margin, pembiayaan, dan label internasionalnya.

Dalam bahasa sederhana: Indonesia punya dapur. Singapura punya restoran
globalnya.

Paradoks Center-Periphery

Dalam teori ekonomi politik, hubungan semacam ini sering disebut pola center-
periphery: pusat dan pinggiran. Pusat menguasai kapital, teknologi, logistik,
keuangan, standar harga, dan jaringan pasar. Pinggiran menyediakan bahan
mentah, tenaga kerja, ruang pasar, dan risiko lingkungan.

Secara geografis, Indonesia jelas bukan pinggiran. Tetapi secara rantai nilai, kita
kerap diposisikan sebagai pinggiran. Komoditas berasal dari tanah, laut, hutan,
dan tambang kita. Tetapi pencatatan nilai, pembiayaan, transaksi ulang,
pengemasan, arbitrase, dan sebagian keuntungan justru berputar di luar.

Di sinilah paradoks Little Red Dot menjadi penting. Ukuran wilayah ternyata tidak
otomatis menentukan posisi dalam ekonomi global. Negara kecil bisa menjadi
pusat bila menguasai sistem. Negara besar bisa menjadi pinggiran bila hanya
bangga pada kekayaan alam tanpa menguasai rantai nilainya.

Itu sebabnya perdebatan tentang DSI, Devisa Hasil Ekspor, hilirisasi, gas
domestik, bursa komoditas, dan tata kelola ekspor tidak boleh dibaca sebagai isu
teknis semata. Ini bukan sekadar soal formulir ekspor, izin, atau jalur
administrasi. Ini soal apakah Indonesia ingin tetap menjadi pemasok bahan baku
atau mulai menjadi pengendali nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Ambil contoh energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi
besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian
pasokan gas itu selama ini datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Tidak ada yang salah dengan ekspor gas. Perdagangan energi adalah hal wajar.
Tetapi pertanyaannya: apakah gas Indonesia paling besar manfaatnya jika terus
diekspor sebagai komoditas? Atau seharusnya gas itu diprioritaskan untuk
menghidupkan industri pupuk, petrokimia, pembangkit, smelter, manufaktur,
kawasan industri, dan pusat pertumbuhan domestik?

Gas bukan sekadar barang dagangan. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas.
Jika gas hanya dijual keluar, Indonesia memperoleh devisa. Tetapi jika gas
dipakai untuk industri dalam negeri, kita memperoleh nilai tambah, pekerjaan,
teknologi, pajak, dan rantai produksi.

Inilah perbedaan antara menjual energi dan membangun kekuatan ekonomi.



DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun,
Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi tidak seluruh kekuatan dolar dari ekspor
itu benar-benar tinggal dan bekerja dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian devisa parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan
regional. Sebagian masuk melalui skema yang sulit dibaca publik. Akibatnya,
Indonesia bisa tampak kuat sebagai eksportir, tetapi rupiah tetap mudah tertekan.
Komoditas kita laku, tetapi sistem keuangan nasional tidak selalu menikmati
kekuatan penuh dari hasil ekspor itu.

Maka kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi
penting. Negara ingin memastikan dolar dari hasil bumi Indonesia tidak hanya
lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat likuiditas domestik.

Namun di sini kita perlu jujur. Memulangkan devisa tidak cukup hanya dengan
aturan. Uang bisa pulang sebentar di permukaan, tetapi keuntungan tetap bisa
dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang
antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri.

Karena itu, DHE harus diikuti dengan audit, transparansi beneficial ownership,
integrasi data ekspor-keuangan-pajak, pengawasan PPATK, serta penegakan
hukum terhadap manipulasi harga. Tanpa itu, kebijakan DHE hanya menjadi
pagar tinggi yang berlubang di bagian bawah.

DSI: Koreksi atau Kotak Hitam Baru?

Dalam konteks inilah DSI harus dibaca. Pemerintah ingin menertibkan ekspor
komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus
bocor. Secara prinsip, gagasan ini masuk akal. Selama ini ekspor komoditas
terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan
struktur harga yang tidak selalu transparan.

Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi
angka ekspor yang besar tetapi manfaat publik yang kecil.

Namun justru karena gagasan ini besar, ia harus dijaga dengan sangat serius.
Setiap pemusatan kewenangan selalu membawa dua kemungkinan: memperkuat
negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia
bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Ia dapat membantu negara
membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor,
memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan
pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara
lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat
negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus keras tetapi sehat. Siapa yang mengawasi



DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit?
Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah
DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya
akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan
eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan
pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan
memperbaiki sistem.

Negara Tidak Perlu Dibuat Terlalu Rumit

Pada akhirnya, urusan negara sering tampak rumit karena dibuat terlalu rumit.
Padahal tugas dasarnya sederhana: menjaga agar kekayaan nasional tidak
bocor, agar rakyat mendapat manfaat, agar hukum berlaku, agar birokrasi tidak
menjadi pasar gelap kewenangan, dan agar kebijakan tidak berubah menjadi
karpet merah bagi rente baru.

Memimpin negara tidak selalu membutuhkan kalimat yang terlalu tinggi. Yang
dibutuhkan adalah keberanian menjaga hal sederhana: komoditas dijual dengan
harga wajar, devisa pulang, pajak dibayar, data terbuka, pejabat diawasi, kontrak
tidak dimanipulasi, dan rakyat memperoleh manfaat.

Dalam hal ini, DSI tidak boleh menjadi proyek gengsi. Ia harus menjadi instrumen
kerja. Negara tidak sedang membutuhkan simbol baru, melainkan sistem baru.
Bukan sekadar badan baru, melainkan tata kelola baru.

Jika Indonesia ingin membalik paradoks center-periphery, maka yang harus
dibangun bukan hanya kewenangan negara, tetapi kapasitas negara.
Kewenangan tanpa kapasitas melahirkan kemacetan. Kewenangan tanpa
transparansi melahirkan rente. Kewenangan tanpa profesionalisme melahirkan
ketakutan pasar. Kewenangan tanpa akuntabilitas hanya mengganti pemain lama
dengan pemain baru.

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kritik terhadap struktur lama tidak boleh berubah menjadi sikap anti-pasar.
Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi, teknologi, modal asing,
dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap
dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Tetapi pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat.

Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara
akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap
upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus
menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut
distorsi, maka Indonesia akan terus menjual tanah dalam bentuk bijih dan
membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus



dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor
harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi
kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Yang Disebut Risiko Bisa Jadi Koreksi

Mengapa pasar bereaksi ketika Indonesia mulai menata ekspor komoditas?
Karena pelaku pasar sedang menghitung ulang model bisnis lama. Mereka
bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang
terganggu? Apakah harga beli berubah? Apakah biaya kepatuhan naik? Apakah
pembayaran tetap lancar? Apakah pasokan terganggu?

Semua pertanyaan itu wajar. Pasar tidak suka ketidakpastian.

Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama
ini kepastian yang dinikmati pelaku lama berdiri di atas ketidaktertiban yang
merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut “risiko” oleh investor bisa jadi adalah “koreksi”
bagi negara.

Koreksi memang tidak selalu nyaman. Ia mengganggu yang mapan, memaksa
yang malas berbenah, dan membuka kebiasaan lama yang selama ini ditutup
istilah teknis. Tetapi tanpa koreksi, Indonesia akan tetap kaya di permukaan dan
bocor di dalam.

Siapa di Dalam Negeri yang Menjaga Kebocoran?

Mudah sekali menyalahkan Singapura. Tetapi itu jalan pintas. Singapura kuat
karena membangun kapasitas. Ia disiplin, efisien, konsisten, dan dipercaya. Kita
boleh mengkritik struktur yang timpang, tetapi kita juga harus berani bertanya:
mengapa struktur itu bertahan begitu lama?

Jawabannya tidak selalu ada di luar negeri. Sering kali ia ada di dalam negeri.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat
menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian
elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader
menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga.
Sebagian jaringan keuangan menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan
bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang
tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Rente tidak selalu berbentuk amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak
jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, celah pajak, struktur
afiliasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaan terpenting bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung
dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa di dalam negeri
yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Dapur Itu Milik Kita



Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan masalah
besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku keluar.
Nilai tambah dimasak di tempat lain. Uang menginap di luar. Lalu sebagian hasil
akhirnya kembali dijual kepada kita dengan harga lebih tinggi.

Sekarang Indonesia mulai menata dapurnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai
diprioritaskan untuk industri domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas
strategis diatur lebih ketat. Data ingin dikonsolidasikan. Harga ingin dibaca lebih
jernih. Devisa ingin ditahan lebih lama di dalam negeri.

Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya.
Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan
kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang
kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta
baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak
otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara
mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik,
dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada Singapura yang pintar membaca peluang. Kita
justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Little Red Dot telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi besar karena
menguasai simpul nilai. Indonesia harus membuktikan hal sebaliknya: negara
besar tidak boleh terus-menerus menjadi pinggiran di dapurnya sendiri.

Angka perdagangan US$33,7 miliar, defisit bilateral sekitar US$9,3 miliar, impor
dari Singapura yang hampir 1,76 kali ekspor Indonesia ke sana, serta investasi
Singapura sekitar US$17,4 miliar menunjukkan satu hal: Singapura telah menjadi
simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tugas Indonesia bukan memutus
simpul itu secara emosional, melainkan memastikan simpul tersebut tidak lagi
menjadi tempat nilai tambah Indonesia berhenti, menginap, dan berpesta tanpa
cukup pulang ke rumah.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor
boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu
yang jauh lebih mendasar: berapa lama lagi nilai tambah dari dapur sendiri
disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci.
Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa
makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di
dalamnya.


